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ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT 

(ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE) 

 

 

Deskripsi Mata Ujian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ujian ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi 

sebagai berikut: 

1. Memahami konsep etika bisnis dan etika profesi akuntan profesional. 

2. Mengidentifikasikan isu-isu etika individu dan organisasi.  

3. Mengevaluasi iklim etika organisasi. 

4. Mengambil keputusan secara etis. 

5. Menjalankan perannya sebagai akuntan profesional untuk menegakkan tata kelola yang 

baik. 

6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang berlaku global. 

7. Memahami manfaat dari praktek tata kelola korporat yang baik 

8. Menganalisis dan mengevaluasi praktik tata kelola korporat. 

9. Memahami prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat yang 

berlaku global. 

10. Menganalisis dan mengevaluasi praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan 

korporat. 

11. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dan tanggung jawab korporat. 
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SILABI ETIKA PROFESI & TATA KELOLA KORPORAT  

 

MATERI DAN SUB MATERI LEVEL 

1. Pengantar. 

1.1 Akuntansi sebagai profesi 

1.2 Etika dan etika profesi 

 

1 

2. Teori etika dan pengambilan keputusan beretika. 

2.1 Teori etika 

2.1.1 Egoisme. 

2.1.2 Utilitarianisme. 

2.1.3 Deontologi. 

2.1.4 Teori keadilan. 

2.1.5 Virtue ethics. 

 

2.2 Pengambilan keputusan beretika 

2.2.1 Kerangka pengambilan keputusan beretika. 

2.2.2 Stakeholder impact analysis. 

3 

 
 

 

 

 

 

 
      2 

3. Lingkungan etika dan akuntansi.  

3.1 Praktik-praktik bisnis tidak beretika. 

3.2 Tuntutan masyarakat terhadap bisnis. 

3.3 Inisiatif untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. 

1 

4. Etika akuntan profesional. 

4.1 Kode Etik Akuntan Profesional 

4.2 IFAC Code of Ethics (Part A. General Application of Code, Part 

B. Professional Accountants in Public Practice (Overview)) dan 

Part C. Professional Accountants in Business) 

4.3 Kode etik profesi akuntan publik 

2 

 

 

 

 

 

5. Iklim etika dan integritas organisasi 

5.1 Mengelola organisasi yang berintegritas (managing for 

organizational integrity). 

5.2 Menciptakan struktur korporasi yang beretika (creating ethical 

corporate structure).  

1 

6. Alasan diperlukan tata kelola yang baik dan etika bisnis 

6.1 Teori keagenan. 

6.1.1 Hubungan prinsipal dan agen. 

6.1.1.1 Pemegang saham dan manajemen. 

6.1.1.2 Pemegang saham publik dan pemegang saham 

pengendali. 

6.1.1.3 Kreditur dan manajemen. 

6.1.1.4 Pemangku kepentingan lainnya dan manajemen. 

6.1.2 Pemicu konflik kepentingan dan masalah keagenan yang 

timbul (informasi asimetri dan perilaku self-interest). 

6.2 Peran tata kelola dan tata kelola bisnis untuk mengatasi konflik 

kepentingan. 

2 
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7. Definisi dan prinsip dasar tata kelola 

7.1 Transparansi. 

7.2 Akuntabilitas. 

7.3 Responsibilitas. 

7.4 Independensi. 

7.5 Kewajaran (fairness). 

1 

8. Tinjauan struktur tata kelola di Indonesia 

8.1 Perbandingan struktur satu dewan dan dua dewan. 

8.2 Organ korporat: RUPS, dewan komisaris dan direksi. 

8.3 Hubungan antar organ. 

1 

9. Prinsip-prinsip tata kelola menurut OECD        3 

10. Manfaat tata kelola bagi korporat dan lingkungan 

10.1 Kinerja keuangan dan keunggulan kompetitif. 

10.2 Nilai perusahaan. 

10.3 Manfaat bagi pemangku kepentingan. 

  1 

11. Overview regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia   3 

12. Instrumen penilaian dan bukti empiris terhadap praktek tata kelola 

di Indonesia dan ASEAN 

12.1 Penilaian tata kelola korporat Indonesia oleh Bank Dunia. 

12.2 Penilaian berdasarkan ASEAN CG Scorecard dari ASEAN 

Capital Market Forum. 

  2 

13. Prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham  

13.1 Hak-hak dasar pemegang saham. 

13.2 Keputusan material yang memerlukan persetujuan RUPS. 

13.3 RUPS, Penyelenggaran RUPS yang transparan, wajar, dan 

akuntabel. 

13.4 Pengungkapan struktur kepemilikan, termasuk kepemilikan 

piramid, cash-flow right, control right, dan hubungannya dengan 

insentif untuk ekspropriasi.  

13.5 Peran investor institusi. 

13.6 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan hak 

pemegang saham. 

  1 

14. Prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. 

14.1 Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. 

14.2 Persetujuan dan pengungkapan hak untuk saham dengan kelas 

yang berbeda. 

14.3 Transaksi dengan pihak berelasi/mengandung benturan 

kepentingan. 

14.3.1 Transaksi dengan pihak berelasi yang efisien dan yang 

abusif 

14.3.2 Penanganan transaksi dengan pihak berelasi 

14.3.2.1 Pengungkapan 

14.3.2.2 Proses persetujuan 

14.4 Perdagangan orang dalam (insider trading) 

14.4.1 Cakupan insider trading 

14.4.2 Penanganan insider trading 

14.5 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakuan setara 

terhadap pemegang saham 

 2 

15. Prinsip tanggung jawab dewan    1 
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15.1 Rincian tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang perlu 

dilaksanakan. 

15.2 Peran dewan komisaris dan direksi dalam menegakkan standar 

etika. 

15.3 Proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi. 

15.4 Ukuran, komposisi, dan kompetensi dewan komisaris 

15.5 Asurans terhadap independensi komisaris independen. 

15.6 Proses pelaksanaan tugas dewan komisaris dan direksi. 

15.7 Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi: penilaian kinerja 

terhadap dewan dan anggotanya. 

15.8 Sistem remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi  

15.9 Peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan. 

15.10 Fungsi pengawasan. 

15.11 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab 

dewan. 

16. Komite-komite di bawah dewan komisaris. 

16.1 Manfaat keberadaan komite. 

16.2 Komite audit. 

16.2.1 Tugas dan tanggung jawab. 

16.2.2 Kualifikasi. 

16.2.3 Komposisi. 

16.2.4 Wewenang. 

16.2.5 Akuntabilitas. 

16.3 Komite lain: Komite nominasi, komite remunerasi. 

2 

17. Pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal. 

17.1 Kebijakan pengungkapan. 

17.2 Prinsip ‘comply or explain’ terhadap CG code. 

17.3 Informasi minimal yang perlu diungkapkan. 

17.4 Pemanfaatan saluran komunikasi yang adil, tepat waktu, dan 

mudah diakses oleh pengguna informasi. 

17.5 Peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam 

mengurangi konflik keagenan dan penegakan GCG. 

17.6 Peran akuntan profesional dalam memastikan terlaksananya 

prinsip pengungkapan dan transparansi. 

2 

18. Peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. 

18.1 Asurans terhadap kualitas informasi yang diungkapkan dan 

sistem pengendalian internal. 

 

18.2 Audit oleh pihak independen dan kompeten. 

18.3 Tugas dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam 

penegakan GCG. 

1 

19. Prinsip peran pemangku kepentingan dan tanggung jawab 

korporat. 

19.1 Prinsip dan tanggung jawab korporat. 

19.2 Pengakuan dan respect terhadap kepentingan para pemangku 

kepentingan (karyawan, kreditur, konsumen, pemasok, 

masyarakat, pemerintah). 

19.2.1 Kebijakan dan program sistematik terhadap para 

pemangku kepentingan. 

19.2.2 Fasilitasi terhadap keluhan pemangku kepentingan. 

1 
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19.3 Peran aktif korporat dalam memberantas korupsi. 

19.4 Peran aktif korporat dalam melestarikan lingkungan. 

19.5 Penyaluran pengaduan oleh pemangku kepentingan terhadap 

kemungkinan pelanggaran aturan/etika oleh orang dalam 

korporat. 

19.6 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi peran pemangku 

kepentingan. 

 


